
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTER I 

TAHUN ANGGARAN 2022 

BAPPEDA KABUPATEN BANTUL 

 

Tahun 2022 Bappeda melaksanakan 3 urusan 5 program dengan 16 kegiatan dan 

55 sub kegiatan dengan pagu anggaran murni sebesar Rp.11.566.440.471,00. 

Pada tanggal 24 Mei 2022, diterbitkan DPPA pergeseran anggaran menjadi  

sebesar Rp.11.726.178.471,00. 

Ini merupakan pergeseran penambahan di belanja kegiatan Danais, Program 

Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan 

Ketatalaksanaan. Pergeseran ini merupakan tindak lanjut dari Berita Acara 

Perubahan Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kabupaten Bantul Urusan/Kewenangan 

Kelembagaan Tahun Anggaran 2022 tanggal 28 April 2022.  

 

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 

LAPORAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN 

TAHUN ANGGARAN 2022 

PERIODE : 1 JANUARI 2022 S/D 30 JUNI 2022 (TRIWULAN II) 
            
SATKER : 5.01.5.05.0.00.01.0000  BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

            

KODE 
REKENING 

URAIAN 
PAGU 

ANGGARAN 
MURNI 

 PERGESERAN 
(PENAMBAHAN) 

PAGU ANGGARAN 
PERGESERAN 

1 2 3   4 

5 BELANJA DAERAH       

4.01.04 Program penyelenggaraan 
keistimewaan yogyakarta urusan 
kelembagaan dan ketatalaksanaan 

            
330,502,000.00  

      
159,738,000.00  

            
490,240,000.00  

4.01.04.2.06 Perencanaan dan pengendalian 
pelaksanaan kegiatan keistimewaan 

     330,502,000.00     159,738,000.00           490,240,000.00  

5.01.01 Program penunjang urusan 
pemerintahan daerah 
kabupaten/kota 

7.578.819.529,00   7.578.819.529,00 

5.01.01.2.01 Perencanaan, penganggaran, dan 
evaluasi kinerja perangkat daerah 

27.925.000,00   27.925.000,00 

5.01.01.2.02 Administrasi keuangan perangkat 
daerah 

6.471.224.981,00   6.471.224.981,00 

5.01.01.2.05 Administrasi kepegawaian perangkat 
daerah 

107.805.000,00   107.805.000,00 

5.01.01.2.06 Administrasi umum perangkat daerah 517.777.060,00   517.777.060,00 

5.01.01.2.07 Pengadaan barang milik daerah 
penunjang urusan pemerintah daerah 

31.118.000,00   31.118.000,00 

5.01.01.2.08 Penyediaan jasa penunjang urusan 
pemerintahan daerah 

164.882.304,00   164.882.304,00 



5.01.01.2.09 Pemeliharaan barang milik daerah 
penunjang urusan pemerintahan 
daerah 

258.087.184,00   258.087.184,00 

5.01.02 Program perencanaan, 
pengendalian dan evaluasi 
pembangunan daerah 

1.944.909.814,00   1.944.909.814,00 

5.01.02.2.01 Penyusunan perencanaan dan 
pendanaan 

1.177.603.548,00   1.177.603.548,00 

5.01.02.2.02 Analisis data dan informasi 
pemerintahan daerah bidang 
perencanaan pembangunan daerah 

284.961.016,00   284.961.016,00 

5.01.02.2.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan 
bidang perencanaan pembangunan 
daerah 

482.345.250,00   482.345.250,00 

5.01.03 Program koordinasi dan 
sinkronisasi perencanaan 
pembangunan daerah 

1.499.405.096,00   1.499.405.096,00 

5.01.03.2.01 Koordinasi perencanaan bidang 
pemerintahan dan pembangunan 
manusia 

376.344.064,00   376.344.064,00 

5.01.03.2.02 Koordinasi perencanaan bidang 
perekonomian dan sda (sumber daya 
alam) 

736.522.516,00   736.522.516,00 

5.01.03.2.03 Koordinasi perencanaan bidang 
infrastruktur dan kewilayahan 

386.538.516,00   386.538.516,00 

5.05.02 Program penelitian dan 
pengembangan daerah 

212.804.032,00   212.804.032,00 

5.05.02.2.01 Penelitian dan pengembangan bidang 
penyelenggaraan pemerintahan dan 
pengkajian peraturan 

69.495.516,00   69.495.516,00 

5.05.02.2.04 Pengembangan inovasi dan teknologi 143.308.516,00   143.308.516,00 

  JUMLAH BELANJA DAERAH 
       

11,566,440,471.00  
      

159,738,000.00  
       

11,726,178,471.00  

 

 

1. Urusan Sekretariat Daerah 

Terdiri dari: 

1.1 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan 

Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan, dengan kegiatan: 

1.1.1 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan 

Keistimewaan, dengan subkegitan: 

1) Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 

Subkegiatan ini mendapatkan tambahan pergeseran anggaran 

dana keistimewaan, sebesar Rp222.138.000,00. Penambahan 

anggaran sebagai tindak lanjut Pergub 51/2021 tentang SSH dan 

SBU TA 2022, berupa pergeseran dari Bagian Organisasi = 

Rp35.250.000, Bagian Hukum = Rp30.750.000, BPKPAD = 

Rp100.250.000, Bappeda bid Litbang = Rp62.400.000 



2) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-

DIY 

Pengurangan Honor Tim sebesar Rp62.400.000 dan dialihkan 

menjadi satu di subkegiatan penyusunan rencana program dan 

kegiatan keistimewaan 

 

2. Urusan Perencanaan, dengan program: 

2.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 

meliputi 

2.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah, dengan subkegiatan: 

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 

2.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan subkegiatan: 

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 

2) Penyediaan Adiministrasi Pelaksanaan Tugas ASN. 

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. 

2.1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan subkegiatan: 

1) Pendataan dan Pengolahan Aministrasi Kepegawaian. 

2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai. 

2.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan subkegiatan: 

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 

2.1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah, dengan subkegiatan: 

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 



 

2.1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 

subkegiatan: 

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

 

2.1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah, dengan subkegiatan: 

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangungan 

Lainnya. 

 

2.2 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, dengan kegiatan: 

2.2.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan subkegiatan: 

1) Pelaksanaan Konsultasi Publik 

2) Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 

3) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 

4) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 

5) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 

 

2.2.2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang 

Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan subkegiatan: 

1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

2) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 

 

2.2.3 Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan 

Pembangunan Daerah, dengan subkegiatan:\ 

1) Koordinasi Pengedalian Perencanaan dan Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 



2) Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala 

Pelaksanaan Pembangunan Daerah 

 

2.3 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

2.3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 

Manusia, dengan subkegiata: 

1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 

3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 

4) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan 

RKPD) 

5) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 

6) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan 

Manusia 

 

2.3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumberdaya 

Alam (SDA), dengan subkegiatan: 

1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 

3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 

4) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

5) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang SDA 



6) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 

 

2.3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, 

dengan subkegiatan: 

1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 

3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 

4) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

5) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 

6) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. 

 

3. Urusan Penelitian dan Pengembangan 

3.1 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah, dengan kegiatan: 

3.1.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, dengan subkegiatan: 

1) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 

2) Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan 

Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan 

 

3.1.2 Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan subkegiatan: 

1) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang 

Teknologi dan Inovasi 

2) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 

3) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 

 

 

 



A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN II TAHUN 2022  

Pencapaian realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

sampai dengan akhir triwulan II Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

  LAPORAN REALISASI ANGGARAN BAPPEDA 

   TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN  2022 

   

Kode 
Rekening 

Uraian 
Pagu Anggaran 
(pergeseran IV) 

Realisasi Sisa Anggaran % 

1 2 3 4 5 6 

5 BELANJA DAERAH         

5.1 BELANJA OPERASI 11,695,060,471.00 5.317.703.738,30 6.377.356.732,70 45,47 

5.1.01 Belanja Pegawai 6,474,549,981.00 3.356.072.692,00 3.118.522.289,00 51,83 

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5,220,510,490.00 1.961.676.046,30 3.258.834.443,70 37,58 

5.2 BELANJA MODAL 31,118,000.00 19.360.000,00 11.758.000,00 62,21 

5.2.02 Belanja Modal Peralatan 
dan Mesin 

31,118,000.00 19.360.000,00 11.758.000,00 62,21 

  
JUMLAH BELANJA 
DAERAH 

11,726,178,471.00 5.337.063.738,30 6.389.114.732,70 45,51 

 

Dari anggaran sebesar Rp11,726,178,471.00 terealisasi sebesar 

Rp5.337.063.738,30 (45,51%) 

Komposisi anggaran belanja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:  

1. Belanja Operasi, anggaran sebesar Rp11,695,060,471.00 terealisasi 

sebesar Rp5.317.703.738,30 atau 45,47% 

Belanja Operasi meliputi: 

1.1. Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp6.474.549.891,00 

terrealisasi sebesar Rp3.356.072.692,00 atau 51,83% 

Belanja pegawai terdiri dari: 

- Belanja Gaji dan tunjangan, termasuk tambahan penghasilan 

ASN dengan anggaran sebesar Rp 6.468.424.981,00 terealisasi 

sebesar Rp3.356.477.692,00  atau 51,87% 

- Belanja Honorarium ASN, dengan anggaran sebesar 

Rp143.760.000,00 terealisasi sebesar Rp61.680.000,00 atau 

42,90% 



1.2. Belanja Barang dan Jasa, dengan anggaran sebesar 

Rp5.220.510.490,00  terealisasi sebesar Rp1.961.676.046,30 atau 

37,58% 

 

2. Belanja Modal, dengan anggaran sebesar Rp31.118.000,00 terealisir 

Rp19.360.000,00 atau 62,21%. 

Untuk belanja modal berupa Hardisk Server belum bisa direalisasikan. Hal 

ini disebabkan oleh perubahan harga pasaran yang tidak sesuai dengan 

SHBJ yang sudah terinput di SIPD. Harga pasaran lebih tinggi dari SHBJ. 

 

Realisasi secara rinci dapat disajikan sebagai berikut: 

 

 

 

 



  



              

 

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 
 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN 

TAHUN ANGGARAN 2022 

PERIODE : 1 JANUARI 2022 S/D 30 JUNI 2022 (TRIWULAN II) 

              
SATKER : 5.01.5.05.0.00.01.0000  BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
              

KODE 
REKENING 

URAIAN 
PAGU ANGGARAN 

PERGESERAN 
REALISASI SISA ANGGARAN % 

1 2 3 4 5 6 

5 BELANJA DAERAH         

4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN 
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA 
URUSAN KELEMBAGAAN DAN 
KETATALAKSANAAN 

490.240.000,00 31.803.000,00 458.437.000,00 6,49 

4.01.04.2.06 PERENCANAAN DAN 
PENGENDALIAN PELAKSANAAN 
KEGIATAN KEISTIMEWAAN 

490.240.000,00 31.803.000,00 458.437.000,00 6,49 

5.01.01 PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

7.578.819.529,00 3.690.841.042,40 3.887.978.486,60 48,70 

5.01.01.2.01 PERENCANAAN, 
PENGANGGARAN, DAN 
EVALUASI KINERJA PERANGKAT 
DAERAH 

27.925.000,00 3.076.400,00 24.848.600,00 11,02 

5.01.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN 
PERANGKAT DAERAH 

6.471.224.981,00 3.356.477.692,00 3.114.747.289,00 51,87 

5.01.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 
PERANGKAT DAERAH 

107.805.000,00 875.000,00 106.930.000,00 0,81 

5.01.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM 
PERANGKAT DAERAH 

517.777.060,00 151.046.340,00 366.730.720,00 29,17 



5.01.01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK 
DAERAH PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAH DAERAH 

31.118.000,00 19.360.000,00 11.758.000,00 62,21 

5.01.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 

164.882.304,00 78.867.365,40 86.014.938,60 47,83 

5.01.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK 
DAERAH PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 

258.087.184,00 81.138.245,00 176.948.939,00 31,44 

5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
PEMBANGUNAN DAERAH 

1.944.909.814,00 703.193.548,00 1.241.716.266,00 36,16 

5.01.02.2.01 PENYUSUNAN PERENCANAAN 
DAN PENDANAAN 

1.177.603.548,00 381.699.208,00 795.904.340,00 32,41 

5.01.02.2.02 ANALISIS DATA DAN INFORMASI 
PEMERINTAHAN DAERAH 
BIDANG PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

284.961.016,00 52.496.840,00 232.464.176,00 18,42 

5.01.02.2.03 PENGENDALIAN, EVALUASI DAN 
PELAPORAN BIDANG 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
DAERAH 

482.345.250,00 268.997.500,00 213.347.750,00 55,77 

5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN 
SINKRONISASI PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

1.499.405.096,00 806.885.443,90 692.519.652,10 53,81 

5.01.03.2.01 KOORDINASI PERENCANAAN 
BIDANG PEMERINTAHAN DAN 
PEMBANGUNAN MANUSIA 

376.344.064,00 138.072.891,90 238.271.172,10 36,69 

5.01.03.2.02 KOORDINASI PERENCANAAN 
BIDANG PEREKONOMIAN DAN 
SDA (SUMBER DAYA ALAM) 

736.522.516,00 422.068.500,00 314.454.016,00 57,31 

5.01.03.2.03 KOORDINASI PERENCANAAN 
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN 
KEWILAYAHAN 

386.538.516,00 246.744.052,00 139.794.464,00 63,83 

5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN DAERAH 

212.804.032,00 104.340.704,00 108.463.328,00 49,03 



5.05.02.2.01 PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN BIDANG 
PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN 
PENGKAJIAN PERATURAN 

69.495.516,00 41.598.560,00 27.896.956,00 59,86 

5.05.02.2.04 PENGEMBANGAN INOVASI DAN 
TEKNOLOGI 

143.308.516,00 62.742.144,00 80.566.372,00 43,78 

  JUMLAH BELANJA DAERAH 11.726.178.471,00 5.337.063.738,30 6.389.114.732,70 45,51 

 
 
 



 
B. LAPORAN REALISASI ASET TRIWULAN II/SEMESTER I TAHUN 2022  

 

Aset Bappeda Kabupaten Bantul, per Juni 2022 meliputi: 

No Uraian 31 Des 2021 30 Juni 2022 

1. Aset Lancar 
- Kas 
- Persediaan 

 
0,00 

44.583.900,00 

 
540.820.000,00 
63.225.590,00 

2. Aset tetap 
 

6.036.698.221,00 
 

6.063.724.221,00 
 

3. Aset  lainnya (Aset Tak Berwujud) 
 

3.180.056.700,00 
 

3.180.056.700,00 
 

 

1. Aset Lancar 

1.1  Kas di bendahara pengeluaran 

Kas di bendahara pengeluaran per 30 Juni 2022 sebesar Rp 

540.820.000,00 (Lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus duap 

puluh  ribu rupiah). 

1.2  Persediaan 

Persediaan merupakan bagian dari aset lancar. Persediaan per 30 Juni 

2022 sebesar Rp63.225.590,00 (Enam puluh tiga juta dua ratus dua 

puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah)  dalam bentuk 

persediaan barang pakai habis.  

 
Persediaan 

saldo awal 2022 
      

44,583,900.00  

penambahan s.d 30 Juni 
    

762.142.077.00  

pengurangan s.d 30 Juni 
    

743.500.387.00  

saldo 30 Juni 2022 
      

63,225,590.00  

 

Persediaan yang dicatat oleh Penyimpan Barang adalah persediaan 

yang digunakan untuk kebutuhan operasional internal Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah. 

 

 

 



 

2. Aset Tetap 

Aset Tetap Bappeda per 30 Juni 2022 sebesar Rp6.063.964.457,00 

.  
Aset tetap terdiri dari: 
 

Nama Aset Jumlah 

Tanah                            -    

Peralatan dan Mesin   6.051.971.051.00  

Gedung dan Bangunan                            -    

Jalan, Irigasi, dan Jaringan                            -    

Aset Tetap Lainnya        11,753,170.00  

Konstruksi dalam Pengerjaan                            -    

JUMLAH  6,063,698,221.00  

 

Sampai dengan triwulan II, ada penambahan asset tetap berupa: 

• belanja modal pengadaan LCD Projector 2 unit Rp19.360.000,00 

• hibah AC dari BPKPAD 1 unit Rp7.666.000 

 

 

3. Aset lainnya 

Aset Tak Berwujud merupakan pencatatan hasil-hasil kajian (jasa konsultasi 

pihak ketiga) dan berupa software/SIM. Sampai dengan akhir triwulan I tidak 

ada/belum ada penambahan ataupun pengurangan asset tak berwujud. 

Jumlah asset tak berwujud sampai dengan 30 Juni 2022 sebesar 

Rp3.180.056.700,00. 

 

 

 

 
Bantul, 30 Juni 2022 

       Kepala Bappeda, 
 

 

 

       Ir. Fenty Yusdayati, M.T. 
       NIP. 196703041996032008 

 


